
 
BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
 

NOMOR 69 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS 

DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, 

PONDOK BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pangandaran telah mengalokasikan anggaran 
sehingga masyarakat tidak perlu dipungut biaya (gratis) 

untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok 

Bersalin Desa, dan Laboratorium Kesehatan Daerah; 
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan 

dalam pengelolaan belanja bidang kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b telah ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan 
Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos 

Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, dan Laboratorium 
Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok 
Bersalin Desa, dan Laboratorium Kesehatan Daerah 

Kabupaten Pangandaran; 
c. bahwa sehubungan masih terdapat pengaturan yang 

masih perlu disesuaikan dengan kondisi tertentu di 
lapangan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
huruf c perlu diubah dan disesuaikan; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Puskesmas, 

Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok 
Bersalin Desa, dan Laboratorium Kesehatan Daerah 
Kabupaten Pangandaran; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang  Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembara Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5363); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 
8. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

125); 
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016  

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016  tentang Standar Tarif 
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 442); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 

Tahun 2016 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  
Daerah (Lembaran  Daerah  Kabupaten Pangandaran 

Tahun  2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor 26); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 29); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, 
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 
9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); 
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 

Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);  

16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan 

Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, 
Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan 

Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran 
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 
Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, 
Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan 

Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 23); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS, 
PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK 

BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN 
DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

   

Pasal I 

 
Ketentuan Lampiran VII Peraturan Bupati Pangandaran 
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di 

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, 
Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan 
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Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan 
Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan 

Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten 
Pangandaran Tahun 2021 Nomor 24) diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

 
Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 6 September 2022 

 
BUPATI PANGANDARAN, 

 
ttd. 

 

H. JEJE WIRADINATA 
 
 

Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 6 September 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 
ttd. 

 
H. KUSDIANA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 69 
 

 

 




